PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 - 2024
Hidayatul Mauly Widya Ningrum
Universitas Islam Balitar
Email: hidayatulmaulywidyaa@gmail.com


ABSTRAK
Pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Salah satu prinsip fundamental dalam tahapan pendaftaran tanah adalah asas kontradiktur delimitasi, yaitu penetapan batas bidang tanah yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemilik tanah dan para pihak yang berbatasan untuk mencegah sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar tahun 2022–2024 serta mengidentifikasi akibat hukum apabila asas tersebut tidak dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggabungkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kontradiktur delimitasi pada PTSL di Kabupaten Blitar umumnya berjalan efektif melalui mekanisme persetujuan batas secara kolektif, pemasangan patok batas, serta penandatanganan lembar gambar ukur oleh para pihak berbatasan. Namun, pelaksanaannya masih menemui kendala, seperti ketidakhadiran atau penolakan pihak berbatasan, hilangnya tanda batas, serta ketidaktahuan perangkat desa mengenai batas asli suatu bidang tanah. Ketidakpatuhan terhadap asas ini menimbulkan berbagai akibat hukum, termasuk potensi sengketa batas, ketidakpastian hak, kesulitan dalam pengembalian batas tanah, hingga kemungkinan pembatalan sertifikat apabila ditemukan cacat administrasi. Dengan demikian, asas kontradiktur delimitasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kata kunci: PTSL, kontradiktur delimitasi, pendaftaran tanah, kepastian hukum, sengketa batas.

ABSTRACT
Land registration plays a crucial role in ensuring legal certainty and protection for land rights holders. One of the fundamental principles in the land registration process is the contradictoire delimitation principle, which requires boundary determination to be carried out jointly by landowners and adjacent landholders to prevent future disputes. This study aims to analyze the implementation of the contradictoire delimitation principle in the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Blitar Regency during 2022–2024 and to identify its legal consequences when not properly applied. This research employs an empirical juridical method by combining primary data obtained through interviews and field observations with secondary data from relevant laws, regulations, and legal literature. The results indicate that the implementation of contradictoire delimitation in PTSL generally runs effectively through collective boundary approval, installation of boundary markers, and signing of field measurement documents by adjacent landowners. However, several obstacles remain, including refusal or absence of neighboring landowners, missing boundary markers, and limited knowledge of local authorities regarding original land boundaries. Non-compliance with this principle leads to various legal consequences, such as boundary disputes, uncertainty of land rights, difficulties in boundary restoration, and potential cancellation of certificates due to administrative defects. Therefore, the contradictoire delimitation principle is essential to achieving orderly land administration and ensuring legal certainty for the community.
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PENDAHULUAN
Tanah dalam ruang lingkup agraria dipahami sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki kedudukan strategis bagi kehidupan manusia. Tanah menjadi sumber daya alam fundamental karena di dalamnya tersimpan berbagai potensi yang penggunaannya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat sehingga kelestariannya wajib dijaga (Supriadi, 2007). Negara memegang kewenangan atas bumi dan segala isinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut memberi mandat kepada negara untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan pemanfaatan nilai yang terdapat dalam tanah demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan nasional, tanah memiliki peranan penting terutama terkait kepastian hukum atas hak kepemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang memerintahkan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya menjamin kepastian hukum. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah secara nasional. Pendaftaran tanah dilakukan secara berkesinambungan dan meliputi pengumpulan serta pengelolaan data fisik dan yuridis suatu bidang tanah, pemeliharaan data, dan penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak (Supriadi, 2007).
Pihak yang memiliki hak atas tanah berhak mengajukan pendaftaran untuk memperoleh bukti kepemilikan yang kuat berupa sertifikat tanah. Menurut Harsono (2008), kegiatan pendaftaran tanah dalam sistem rechts cadaster mencakup pembuatan peta, pembukuan tanah, pendaftaran hak, pengalihan hak, serta pemberian alat bukti hak berupa sertifikat tanah. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah, memberikan rasa aman bagi pemegang hak, serta menjadi jaminan kredibilitas dalam transaksi, termasuk sebagai jaminan kredit.
Salah satu upaya pemerintah dalam percepatan pemberian kepastian hukum atas tanah adalah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini mencakup pendaftaran tanah untuk pertama kali secara serentak dalam wilayah desa atau kelurahan serta penyusunan peta lengkap mengenai seluruh objek pendaftaran tanah (Rachma, 2019). Sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, PTSL bertujuan mewujudkan pemetaan dan pendataan lengkap atas bidang-bidang tanah di Indonesia. Pelaksanaannya memerlukan dukungan seluruh pihak agar tujuan percepatan kepastian hukum dapat tercapai secara efektif, aman, dan mudah.
Di Kabupaten Blitar, program PTSL telah dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga saat ini. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar sebagai pelaksana pendaftaran tanah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum terkait status hak, subjek hak, dan objek hak (Santoso, 2012).
Dalam proses pendaftaran tanah terdapat tahapan penting berupa pengukuran dan penetapan batas. Sebelum pengukuran dilakukan, pemilik tanah wajib memasang dan memelihara tanda batas pada setiap sudut bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Untuk memastikan tidak terjadi sengketa batas, penetapan batas dilakukan dengan melibatkan pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung. Proses ini dikenal sebagai asas kontradiktur delimitasi (contradictoire delimitation), yaitu penetapan batas secara bersama-sama dan disepakati oleh kedua belah pihak yang berbatasan.
Asas kontradiktur delimitasi menuntut adanya kesepakatan semua pihak sebagai bentuk penerapan asas konsensual dalam perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penetapan batas harus disaksikan kepala desa atau perangkat kelurahan yang mengetahui kondisi wilayah tersebut. Kesepakatan batas kemudian dituangkan dalam surat pernyataan batas dan Daftar Isian 201 dari Kantor Pertanahan sebagai syarat permohonan pengukuran.
Meski aturan telah jelas, praktik di lapangan sering menemui kendala. Salah satu permasalahan umum adalah tumpang tindih batas bidang tanah yang disebabkan kurangnya pemeliharaan tanda batas oleh pemilik tanah. Selain itu, asas kontradiktur delimitasi kerap terhambat karena perselisihan antara pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan sehingga salah satu pihak menolak hadir atau menolak menandatangani dokumen batas. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengukuran tidak dapat dilanjutkan karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hambatan lain muncul ketika pemilik tanah yang berbatasan tidak dapat dihubungi karena tinggal di luar daerah atau bahkan luar negeri, sementara aparat desa juga tidak mengetahui dengan jelas letak batas tanah tersebut.
Situasi-situasi tersebut berpotensi memperlambat proses pendaftaran tanah, termasuk PTSL, dan berimplikasi pada tertundanya pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai “Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar Tahun 2022–2024.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial melalui observasi lapangan dan interaksi dengan responden. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh bukti empiris mengenai penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar serta dampak hukumnya apabila asas tersebut tidak diterapkan. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Blitar dan memanfaatkan tiga sumber data: data primer melalui wawancara dan observasi dengan Analis Hukum Pertanahan; data sekunder melalui studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, serta dokumen terkait; serta data tersier berupa informasi penunjang dari media daring (Marzuki, 2017; Nasution, 2008; Soekanto, 1982).
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas pertanyaan sesuai arah diskusi, serta dokumentasi berupa dokumen resmi dan foto yang relevan untuk memperkuat temuan penelitian (Fadhallah, 2021; Soekanto, 1982). Pengolahan data meliputi beberapa tahap, yaitu: pemeriksaan data (editing), klasifikasi, verifikasi untuk menguji validitas, analisis melalui penguraian data dari hasil wawancara dan literatur, serta penarikan kesimpulan (Bachtiar, 2019). Seluruh tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, relevan, dan mampu menjawab rumusan masalah mengenai implementasi asas kontradiktur delimitasi dalam program PTSL di Kabupaten Blitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc205049381]Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar
Pelaksanaan asas Kontradiktur Delimitasi dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar merupakan bagian penting dari tahapan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar melaksanakan dua metode, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik melalui program PTSL dan pendaftaran tanah secara sporadik melalui program rutin. Berdasarkan penjelasan Analis Hukum Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Blitar, Azhar Rahadiyan Anwar, S.H., M.H., perbedaan mendasar kedua program tersebut terletak pada mekanisme persetujuan batas. Pada program rutin, seluruh berkas harus ditandatangani satu per satu oleh pihak berbatasan. Sebaliknya, dalam PTSL, persetujuan batas dilakukan secara kolektif dan diketahui oleh para tetangga sehingga proses lebih efisien.
Asas Kontradiktur Delimitasi menekankan bahwa penetapan batas bidang tanah harus dilakukan secara bersama-sama antara pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan. Prinsip ini bertujuan memastikan kejelasan batas fisik serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Pemilik tanah wajib memasang dan memelihara tanda batas sesuai ketentuan Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 21–22 PMA No. 3 Tahun 1997. Dalam praktiknya, BPN Kabupaten Blitar menegaskan bahwa pengukuran tidak dapat dilakukan apabila tanda batas tidak dipasang atau apabila pihak berbatasan menolak hadir dan menolak menandatangani persetujuan batas. Namun demikian, pengecualian diberikan apabila pihak berbatasan tidak diketahui keberadaannya. Dalam kondisi tersebut, perangkat desa dapat memberikan keterangan bahwa tidak terdapat sengketa batas, sehingga proses pemasangan patok dan pengukuran tetap dapat dilaksanakan.
Sebelum pengukuran dilakukan, pemohon dan pihak berbatasan wajib membuat surat pernyataan dan persetujuan penetapan batas di hadapan pejabat desa. Setelah permohonan pengukuran diajukan ke Kantor Pertanahan, petugas ukur ditugaskan untuk melakukan pengukuran di lapangan dengan kehadiran para pihak. Pada tahap ini, para pemilik tanah berbatasan menandatangani lembar gambar ukur (veldwerk) sebagai tanda bahwa asas Kontradiktur Delimitasi telah dipenuhi. Apabila terjadi ketidaksepakatan batas meskipun sudah dimediasi, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan, dan penetapan batas sementara akan dicoret setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
Dalam pelaksanaan teknis PTSL tahun 2022–2024, pengukuran tanah di Kabupaten Blitar dibantu oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) menggunakan peralatan modern seperti GNSS/GPS Geodetic. Penggunaan alat ini mempercepat proses pengumpulan data dan meningkatkan akurasi penetapan batas. Dengan demikian, pelaksanaan asas Kontradiktur Delimitasi menjadi fondasi penting dalam menjamin ketertiban administrasi pertanahan, keabsahan data fisik, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
[image: ]Adapun data pengajuan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di ATR/BPN Kabupaten Blitar mulai tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Dokumen Hasil Pengukuran Peta Bidang Tanah
Pengukuran tanah dibantu oleh KJSB (Kantor Jasa Surveyour Berlisensi), dengan menggunakan alat ukur GNSS/GPS Geodetic. Jika di zaman sebelumnya untuk metode pengukuran dilakukan secara konvensional, seperti menggunakan pita ukur, theodolite, namun sekarang sudah banyak alat modern, seperti GPS Geodetic. GPS Geodetic menjadi salah satu alat survey pemetaan yang digunakan untuk menentukan posisi suatu tempat. Salah satu kelebihan dari alat ukur ini adalah bisa mempercepat proses pengumpulan data di lapangan lebih fleksibel dan akan mempersingkat waktu
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Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya bahwa proses pemberian hak terhadap suatu permohonan hak atas tanah tidak semata-mata hanya dengan melihat segi-segi prosedurnya saja. Suatu permohonan tidak cukup hanya dianalisis dengan apakah si pemohon memenuhi syarat, permohonan tersebut telah diumumkan, diperiksa secara fisik, diukur, dibuatkan fatwa dan lain sebagainya yang sifatnya prosedur, melainkan harus pula dikaji secara hukum.
Oleh karena itulah, maka tepat apabila stesel yang dianut dalam Pendaftaran Tanah/hak sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah menganut stesel negatif (cenderung kepada positif) yang memberikan kesempatan bagi yang merasa lebih berhak untuk selanjutnya membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik sebenarnya dari tanah yang dimaksud.
Sesuatu permohonan hak atas tanah dapat kita nilai menurut hukum layak untuk diproses apabila subjek pemohon dapat membuktikan secara hukum bahwa ia/mereka adalah pihak satu-satunya yang berhak atas tanah yang dimohonnya. Penilaian terhadap pembuktian yang dilakukan oleh aparat pelaksana agraria terhadap permohonan tersebut adalah dari segi riwayat perolehan tanah kepada yang bersangkutan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun apabila serangkaian proses terbukti tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan maka adapun akibat hukum yang akan ditimbulkan berkaitan dengan tidak melaksanakan kewajiban pemasangan tanda batas tanah atau pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi adalah:
1. Akan mengakibatkan terjadinya sengketa batas antara pemegang hak yang satu dengan pemegang hak yang lain yang berbatasan sebagai akibat tidak adanya batas yang jelas dan benar;
2. Akan mengakibatkan terjadinya sengketa batas antara ahli waris pemegang hak dengan pemegang hak lainya;
3. Akan memerlukan waktu yang lama bagi pemegang hak apabila akan mengembalikan batas hak atas tanahnya dikemudian hari sebagai tidak adanya batas yang jelas dan benar;
4. Akan mengakibatkan terkendalanya pemegang hak apabila akan melakukan jual beli sebagai akibat tidak adanya batas yang jelas dan benar.
Disebutkan juga oleh Bapak Azhar Rahadiyan Anwar, S.H., M.H selaku Analis Hukum Pertanahan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ATR/BPN Kabupaten Blitar bahwasannya:
“seharusnya produk itu dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini juga diatur dalam UUPA beserta peraturan pelaksanaannya bahwa sertipikat dapat dibatalkan ketika bisa dibuktikan oleh penggugat atau yang memohonkan pembatalan, jadi tidak otomatis batal demi hukum.”
Dalam menangani sengketa pertanahan tersebut, maka BPN wajib melakukan berbagai upaya untuk menjamin kepastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah. Secara normatif, BPN adalah satu-satunya lembaga atau institusi di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanat dalam mengelolah bidang pertanahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa BPN melaksanakan tugas dibidang pertanahan secara nasional regional dan sektoral. Dasar pembentukan BPN adalah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Sebagai panduan operasional BPN, pimpinan lembaga ini kemudian mengeluarkan SK No. 11/KBPN/1988 jo Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPN Di Provinsi Dan Kabupaten/Kotamadya.
Bahkan melalui proses yang sama, pemerintah juga telah memperkuat peran dan posisi BPN dengan membentuk Deputi V yang secara khusus mengkaji dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan. Sesuai peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja BPN-RI, pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan merupakan bidang Deputi V yang membawahi:
1. Direktorat konflik pertanahan
2. Direktorat sengketa pertanahan
3. Direktorat perkara pertanahan (Pasal 346 Peraturan Kepala BPN- RI No. 3 Tahun 2006)
Badan Pertanahan Nasional akan tetap mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan danmenghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Badan Pertanahan Nasional selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka atau pihak BPN tempuh adalah musyawarah. Begitu juga dalam sengketa sertifikat ganda, BPN juga berwenang melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan menggagas suatu kesepakatan di antara para pihak.
Untuk meminimalkan sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat ganda, maka dalam hal ini peran yang dilakukan BPN sebagai pelayan masyarakat antara lain adalah:
1. Menelaah dan mengelolah data untuk menyelesaikan perkara di bidang pertanahan.
2. Menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, menyiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, Memori/kontra memori peninjauan kasasi atas perkara yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum yang merugikan negara.
3. Mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan.
4. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai Penyelesaian sengketa atas tanah.
5. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan peradilan.
6. Mendokumentasi.
BPN juga memiliki mekanisme tertentu dalam menangani dan menyelesaikan perkara atau sengketa pertanahan dalam hal ini termasuk juga sengketa sertifikat ganda yaitu:
1. Sengketa tanah biasanya diketahui oleh BPN dari pengaduan.
2. Pengaduan ditindaklanjuti denga mengidentifikasikan masalah.
Dipastikan apakah unsur masalah merupakan kewenangan BPN atau tidak.
1. Jika memang kewenangannya, maka BPN meneliti masalah untuk membuktikan kebenaran pengaduan serta menentukan apakah pengaduan beralasan untuk diproses lebih lanjut.
2. Jika hasil penelitian perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan data fisik administrasi serta yuridis, maka kepala kantor dapat mengambil langkah berupa pencegahan mutasi (status quo).
3. Jika permasalahan bersifat strategis, maka diperlukan pembentukan beberapa unit kerja. Jika bersifat politis, sosial, dan ekonomis maka tim melibatkan institusi berupa DPR atau DPRD, departemen dalam negeri, pemerintah daerah terkait.
4. Tim akan menyusun laporan hasil penelitian untuk menjadi bahan rekomendasi penyelesaian masalah.
Dalam prakteknya, penyelesaian terhadap sengketa pertanahan bukan hanya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional tetapi juga bisa diselesaikan oleh lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika diperadilan umum lebih menitikberatkan kepada hal-hal mengenai perdata dan pidana dalam sengketa pertanahan, lain halnya dengan peradilan tata usaha negara yang menyelesaikan sengketa pertanahan berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau pejabat daerah lainnya yang berkaitan dengan tanah.
Pada saat ini, kebanyakan sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui 3 (tiga) cara yaitu:
1. Penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah
Dasar musyawarah untuk mufakat tersirat dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia dan dalam UUD 1945. Musyawarah dilakukan diluar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Mediator biasanya dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh misalnya Kepala Desa/Lurah, ketua adat serta pastinya Badan Pertanahan Nasional. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan lewat musyawarah, satu syaratnya adalah bahwa sengketa tersebut bukan berupa penentuan tentang kepemilikan atas tanah yang dapat memberikan hak atau menghilangkan hak seseorang terhadap tanah sengketa, dan diantara pihak bersengketa memiliki kekebaratan yang cukup erat serta masih menganut hukum adat setempat.
2. Melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa
Arbitrase adalah penyelesaian perkara oleh seorang atau beberapa arbiter (hakim) yang diangkat berdasarkan kesepakatan/ persetujuan para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil bersifat mengikat dan final. Persyaratan utama yang harus dilakukan untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa adalah adanya kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak. Jika telah tertulis suatu klausula arbitrase dalam kontrak atau suatu perjanjian arbitrase, dan pihak lain menghendaki menyelesaikan masalah hukumnya ke pengadilan, maka proses pengadilan harus ditunda sampai proses arbitrase tersebut diselesaikan dalam lembaga arbitrase. Dengan demikian pengadilan harus dan wajib mengakui serta menghormati wewenang dan fungsi arbiter.
3. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan
Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, pada umumnya penyelesaian sengketa pertanahan yang terkait sengketa kepemilikan diserahkan ke peradilan umum, terhadap sengketa keputusan Badan Pertanahan Nasional melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan sengketa menyangkut tanah wakaf diajukan ke Peradilan Agama. Berdasarkan penjelasan tentang spesifikasi dari lembaga penyelesaian sengketa baik lembaga litigasi dan lembaga non litigasi, sampai saat ini jelas bahwa semua cara itu tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa pertanahan secara tuntas dalam waktu yang singkat, malah cenderung berlarut-larut.
Namun proses mediasi yang dilakukan BPN tidak mampu menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada saat ini untuk itulah mengapa BPN sangat sulit untuk mewujudkan seluruh visi, misi dan program-program strategis yang diembannya. BPN mengalami kendala dalam mengatasi sengketa pertanahan khususnya permasalahan sertifikat ganda dikarenakan tumpang tindihnya peraturan atau regulasi yang ada.

SIMPULAN
Pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada umumnya telah berjalan dengan baik, ditandai dengan tercapainya kesepakatan penetapan batas antara pemilik tanah yang berbatasan, kehadiran para pihak untuk menunjukkan batas-batas tanah, serta pemasangan tanda batas atau patok sesuai kesepakatan. Setelah seluruh tahapan dipenuhi, para pihak menandatangani lembar gambar ukur sebagai bukti bahwa asas kontradiktur delimitasi telah dilaksanakan saat penetapan batas dan pengukuran. Namun, apabila asas ini tidak diterapkan, berbagai akibat hukum dapat timbul, antara lain ketidakpastian hak atas suatu bidang tanah yang memicu sengketa dan konflik pertanahan, seperti perselisihan batas antara pemilik tanah maupun antar ahli waris karena tidak adanya batas yang jelas. Selain itu, pemegang hak akan kesulitan mengembalikan batas tanah di kemudian hari serta mengalami hambatan dalam proses jual beli tanah akibat ketidakjelasan batas yang seharusnya menjadi dasar kepastian hukum.
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